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PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Sry

- "

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, umur 36 tahun (lahir di Sumatera, tanggal 19 Mei 1982), agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan Parit Setia Gg. KUD RT. 012 RW. 006
Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun (lahir di Olak Olak, tanggal 10 Oktober 1974), agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang pentol kuah,
bertempat tinggal di Jalan Parit Setia Gg. KUD RT. 012 RW. 006
Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Raya, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 23 Januari
2019 Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Sry, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk
mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut

di atas;
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2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam
perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan
sumpah dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;
Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap
dengan gugatannya dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah
dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga
Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka
berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah
kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak
dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1, yang telah memenuhi
syarat formil bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1888
KUH Perdata jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Sungai Raya sehingga oleh karenanya merupakan
kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungai Raya sebagaimana pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
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oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang
menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan
Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk
terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak
dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di
persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus
dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan
Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah
termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi
juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat tetap dibebani
pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara
Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. jo.
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Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat
dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada
tanggal 27 April 1998, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat
materiil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil suatu bukti surat, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan
pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan
terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh
karenanya maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian pokok perkara yakni antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah
dipertimbangkan Majelis Hakim  dalam putusan sela Nomor
98/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 23 Januari 2019 putusan mana Majelis Hakim
karena jabatannya telah memerintahkan Penggugat agar mengucap sumpah
tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan
yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan Penggugat tersebut di atas
telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.2 dan
keterangan seorang saksi dan sumpah tambahan yang diucapkan oleh
Penggugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 tidak harmonis, keduanya
sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan
fisik terhadap Penggugat, Tergugat marah ketika Penggugat mempertanyakan
adanya hubungan asmara antara Tergugat dengan perempuan lain, Tergugat
sering mengambil uang hasil usaha Penggugat tanpa izin Penggugat, Tergugat
telah membohongi Penggugat berkaitan dengan cicilan motor, Tergugat jarang
menafkahi Penggugat, kemudian setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi
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meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 40 hari dan
tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan
sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sejak kurang lebih
40 hari yang lalu hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang
perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan
atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap
teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, keduanya telah berpisah
tempat tinggal dan tidak ada hubungan apapun, maka pada hakikatnya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika
dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada
maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah
perceraian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian
Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa
mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah,
sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang
berbunyi :

L] 9iSauid L2 lgl pSantil po oS0 515 Ol ailil gog
a0>,9 6390 pSin Jaz>g
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih
dan sayang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh
karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu
ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak
boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara

persidangan perkara ini dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Hj.
IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI,
S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
MUSTAFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Mawardi, S.Ag., MHI. Nurhasan, SHI., ME.

Panitera Pengganti,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :
Pendafta R 30.00

ran p 0,-

Proses Rp 50.000,-
Panggilan Rp 450.000,-
Redaksi Rp 5.000,-
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Meterai Rp 6.000,-

JUMLAH Rp 541.000,-
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